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ABSTRACT

Unlicensed small-scale gold mining (PETI) has become a critical issue in Ratatotok Village, Southeast
Minahasa Regency. While this activity benefits residents economically, it also causes environmental
degradation and social conflicts. This study explores the village government's role in supervising
community-based gold mining practices. A qualitative approach was employed, with data collected
through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the village government's
oversight is still passive and suboptimal. The main obstacles are limitations in authority, a lack of
regulatory socialization, and weak inter-institutional coordination. Due to social pressure and limited
resources, the village government struggles to take decisive action against illegal mining. Therefore,
enhancing the capacity of village governance, strengthening collaboration with law enforcement
agencies, and promoting public awareness are crucial for fostering legal and sustainable small-scale
mining governance.
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Abstrak

Pertambangan emas rakyat tanpa izin (PETI) menjadi isu krusial di Desa Ratatotok, Kabupaten
Minahasa Tenggara. Aktivitas ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, namun juga
menimbulkan kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi secara mendalam peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap
kegiatan pertambangan emas rakyat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah desa masih bersifat pasif dan kurang optimal.
Keterbatasan kewenangan, minimnya sosialisasi aturan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku
kepentingan menjadi hambatan utama. Pemerintah desa belum mampu mengambil langkah tegas
terhadap penambangan ilegal karena tekanan sosial dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu,
diperlukan upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, sinergi dengan aparat penegak hukum,
dan edukasi publik untuk menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang legal dan berkelanjutan.
Kata kunci: Pemerintah desa, pengawasan, pertambangan emas rakyat, Ratatotok, kebijakan lokal

PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam
yang dilakukan secara tradisional dan mandiri oleh masyarakat. Di banyak daerah, termasuk
Desa Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara, pertambangan emas rakyat menjadi

sumber mata pencaharian utama. Namun, aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa izin resmi

Doi: 10.53363/bureau.v5i1.580 985


mailto:Jeanelitha@unima.ac.id1
mailto:ericalangkai@gmail.com2
mailto:fitrimamonto@gmail.com3

Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 5 No. 1 Januari - April 2025

dan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, maupun hukum (Ayambire et
al., 2024; Mantiri & Siwi, 2020; Rudke et al., 2020).

Desa Ratatotok dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan kandungan emas.
Seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat dan keterbatasan lapangan kerja,
aktivitas pertambangan emas rakyat tumbuh secara signifikan, baik secara legal maupun
ilegal. Fenomena ini menimbulkan dilema di satu sisi memberikan pendapatan bagi
masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik
horizontal antar warga maupun antara warga dan apparat (Morrongiello & Cox, 2020;
Ngwenya et al., 2024).

Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak hanya berdampak pada perubahan
bentang alam, pencemaran air dan udara, serta degradasi lingkungan, tetapi juga
menimbulkan berbagai implikasi sosial seperti meningkatnya kriminalitas, konflik lahan, dan
kecelakaan kerja. Hal ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah
desa sebagai aktor terdepan di tingkat lokal (Benites, 2023; Malone et al., 2023; Mohle, 2021).

Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam pengawasan dan penertiban aktivitas
masyarakat, termasuk dalam konteks pertambangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang
Desa, kepala desa dan aparatnya memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban wilayah
serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi
masyarakat (Bezzola et al., 2022; Kudo, 2020; Rantung, 2019).

Namun pada praktiknya, peran pemerintah desa dalam pengawasan pertambangan
emas rakyat masih dipertanyakan. Kurangnya kapasitas teknis, keterbatasan sumber daya,
dan minimnya koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi hambatan dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif. Bahkan sering kali pengawasan yang dilakukan
bersifat pasif atau simbolik semata (Mamonto et al., 2020; Sun et al., 2024).

Selain itu, lemahnya sosialisasi peraturan dan kurangnya edukasi hukum kepada
masyarakat membuat praktik pertambangan ilegal tetap berlangsung. Masyarakat merasa
aktivitas mereka tidak sepenuhnya melanggar hukum karena tidak mendapatkan informasi
yang memadai. Pemerintah desa pun kesulitan bertindak tegas karena adanya tekanan sosial

dari pelaku usaha lokal (Sujai et al., 2021; Tanda & Genc, 2024).
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Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana peran pemerintah desa dalam mengawasi aktivitas pertambangan emas rakyat,
serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan strategi yang mungkin diterapkan

untuk memperkuat tata kelola pertambangan di tingkat desa.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah
desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat di Desa
Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Pertanyaan ini diajukan untuk mengkaji sejauh
mana pemerintah desa melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas tambang yang
dilakukan oleh masyarakat, serta untuk mengidentifikasi bentuk, intensitas, dan kendala yang

dihadapi dalam proses pengawasan tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah
desa dalam pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok,
serta untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk
memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam pengawasan
pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu
menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan perspektif para informan,
tanpa menggunakan analisis statistik. Penelitian ini menitikberatkan pada proses interaksi
antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku tambang dalam konteks pengawasan
terhadap kegiatan pertambangan rakyat (Ajith et al., 2021; Danilova, 2023; Klemm et al.,
2020).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Desa Ratatotok, Kabupaten

Minahasa Tenggara, karena desa ini merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas
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pertambangan emas rakyat yang tinggi dan beragam dinamika pengawasan oleh pemerintah
desa. Subjek penelitian meliputi perangkat desa seperti kepala desa, aparat seksi
pemerintahan, masyarakat lokal, dan pelaku tambang. Informasi dikumpulkan untuk
memahami bagaimana praktik pengawasan dilakukan dan hambatan yang dihadapi di tingkat
desa (Sununianti et al., 2024; Vazquez-Brust et al., 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati
aktivitas penambangan dan bentuk intervensi pemerintah desa. Wawancara dilakukan
kepada informan kunci yang dianggap memahami isu secara substansial, sementara
dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui data tertulis seperti peraturan
daerah, notulen musyawarah desa, dan dokumen kebijakan lokal terkait pertambangan
(Huntington & Marple-Cantrell, 2021; Purnomo et al., 2021).

Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi
tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data
dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data
dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif dan tematik, untuk mempermudah penarikan
kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan
membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Bahasoan et al., 2019; De

Jong & Sauerwein, 2021; Ouedraogo & Mundler, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengawasan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat idealnya mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemerintah
desa semestinya menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman dalam melakukan
pengawasan terhadap aktivitas tambang yang masuk kategori pertambangan tanpa izin
(PETI). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa terhadap

regulasi tersebut masih sangat terbatas.
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Kepala desa dan aparat terkait menyatakan bahwa meskipun mereka mengetahui
adanya peraturan, implementasi pengawasan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan
tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya
pelatihan, serta minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten. Akibatnya, banyak
kebijakan pengawasan yang bersifat reaktif dan informal, tanpa kerangka hukum yang jelas
dan sistematis.

Ketidaktegasan dalam menindak pelaku pertambangan ilegal juga menjadi cerminan
lemahnya posisi pemerintah desa dalam menegakkan peraturan. Beberapa informan
menyampaikan bahwa kepala desa kerap kali mendapat tekanan sosial dari masyarakat yang
menggantungkan hidup pada tambang. Hal ini membuat pemerintah desa hanya mampu
melakukan pengawasan simbolik tanpa keberanian untuk menegakkan aturan secara
konsisten.

Sebagian masyarakat juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima
sosialisasi resmi mengenai ketentuan hukum terkait pertambangan rakyat. Minimnya
pengetahuan ini membuat masyarakat cenderung menganggap aktivitas tambang sebagai hal
yang wajar selama tidak menimbulkan keributan atau konflik langsung. Dalam situasi seperti
ini, pemerintah desa seharusnya berperan aktif sebagai penyambung informasi hukum
kepada warga.

Dengan kondisi lemahnya pemahaman hukum di tingkat desa, pengawasan
berdasarkan peraturan menjadi tidak efektif. Pemerintah desa belum mampu menjadi ujung
tombak dalam menertibkan aktivitas tambang rakyat yang tidak berizin, apalagi bertindak
dalam ranah penegakan hukum. Akibatnya, pelanggaran terus terjadi secara berulang tanpa
sanksi yang jelas.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi tidak serta-merta
menjamin efektivitas pengawasan jika tidak diikuti oleh kapasitas institusional dan
keberanian aparat desa dalam mengambil tindakan. Maka, perlu adanya peningkatan
pemahaman regulatif dan penguatan peran pemerintah desa dalam kerangka hukum agar

pengawasan dapat berjalan optimal.

2. Rendahnya Intensitas Sosialisasi dan Edukasi

Doi: 10.53363/bureau.v5i1.580 989




Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 5 No. 1 Januari - April 2025

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah lemahnya intensitas sosialisasi dan
edukasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait aturan pertambangan. Sebagian
besar masyarakat, termasuk pelaku tambang, mengaku tidak mengetahui prosedur legal
untuk mengajukan izin pertambangan rakyat (IPR). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
informasi yang signifikan antara pemerintah desa dan warganya.

Minimnya kegiatan sosialisasi berdampak pada persepsi masyarakat yang cenderung
menormalisasi aktivitas PETl. Dalam beberapa wawancara, pelaku tambang menyatakan
bahwa mereka belum pernah menerima penjelasan langsung dari pemerintah desa mengenai
batas-batas legal pertambangan. Bahkan, beberapa dari mereka menganggap pemerintah
setempat tidak peduli karena selama ini tidak pernah melakukan pembinaan ataupun
penyuluhan.

Pemerintah desa mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi
hambatan utama dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu,
kurangnya inisiatif dari aparat desa juga menyebabkan isu pertambangan tidak menjadi
prioritas dalam agenda musyawarah desa atau program kerja tahunan. Situasi ini
mencerminkan adanya kelalaian institusional dalam membangun kesadaran hukum di tingkat
akar rumput.

Sosialisasi yang minim juga menyebabkan masyarakat tidak memahami risiko hukum
dan dampak lingkungan dari pertambangan ilegal. Mereka hanya fokus pada aspek ekonomi
jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Padahal, beberapa
lokasi tambang berada di zona rawan longsor dan dekat dengan pemukiman warga.

Ketiadaan mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat
dalam isu pertambangan menjadikan masalah ini terus berlarut. Tidak ada forum dialog
reguler yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendiskusikan solusi
alternatif bagi masyarakat penambang. Akibatnya, kesadaran kolektif mengenai pentingnya
pertambangan yang legal dan berkelanjutan tidak pernah tumbuh.

Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari pemerintah desa untuk membangun
program penyuluhan hukum, pendidikan lingkungan, dan literasi tambang rakyat. Program ini
dapat melibatkan LSM, universitas, dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis agar proses

edukasi menjadi lebih menyentuh dan diterima oleh masyarakat (Leonard, 2019).
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3. Tantangan dalam Pelaksanaan Pengawasan di Lapangan

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok
menghadapi banyak tantangan struktural dan kultural. Salah satu kendala utama adalah
pelaksanaan tambang yang sering dilakukan pada malam hari dan di lokasi tersembunyi,
sehingga menyulitkan aparat desa untuk memantau secara langsung. Keterbatasan tenaga
dan infrastruktur pengawasan turut memperparah kondisi ini.

Pemerintah desa juga sering kali bersikap pasif karena khawatir menimbulkan konflik
sosial apabila bertindak terlalu keras. Beberapa informan dari aparat desa menyatakan bahwa
mereka pernah mendapat penolakan atau intimidasi ketika mencoba menertibkan lokasi
tambang ilegal. Kondisi ini menimbulkan dilema antara menjaga ketertiban dan menjaga
hubungan sosial dengan warganya.

Selain itu, kewenangan pemerintah desa dalam konteks pertambangan sangat terbatas.
Regulasi formal menempatkan otoritas pertambangan di tangan pemerintah kabupaten dan
provinsi. Hal ini membuat tindakan aparat desa tidak memiliki kekuatan hukum yang
memadai, sehingga mereka hanya bisa sebatas memantau dan menyampaikan laporan ke
atas.

Di sisi lain, sebagian masyarakat melihat aparat desa sebagai bagian dari struktur yang
tidak berdaya, sehingga tidak lagi menghormati otoritasnya. Ini menciptakan krisis
kepercayaan antara warga dan pemerintah desa, yang berdampak pada menurunnya
efektivitas berbagai kebijakan lokal, termasuk dalam hal penertiban tambang.

Kurangnya kolaborasi antara pemerintah desa, kepolisian, dan dinas pertambangan
menyebabkan pengawasan berjalan secara sektoral dan tidak terkoordinasi. Tidak ada SOP
(standard operating procedure) yang jelas mengenai bagaimana desa harus bertindak ketika
menemukan aktivitas tambang ilegal. Situasi ini membuka celah bagi pelanggaran hukum
yang terus berlangsung tanpa hambatan berarti (SUTRISNO et al., 2024; Zainuddin Rela et al.,
2021).

Agar pengawasan di lapangan lebih efektif, perlu dibentuk tim terpadu lintas sektor yang
melibatkan pemerintah desa, aparat hukum, dan tokoh masyarakat. Pemerintah kabupaten

juga harus memberikan pendelegasian tugas dan pelatihan khusus agar desa memiliki legal

Doi: 10.53363/bureau.v5i1.580 991



Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 5 No. 1 Januari - April 2025

standing dalam melakukan pengawasan, serta menetapkan mekanisme pelaporan yang

responsif terhadap temuan lapangan (Meggersee & Guvuriro, 2023; Wong et al., 2020).

4. Dinamika Sosial dan Dilema Kepemimpinan Pemerintah Desa

Praktik pengawasan pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok tidak dapat
dilepaskan dari dinamika sosial yang kompleks dan dilema yang dihadapi oleh pemerintah
desa sebagai pemimpin lokal. Di satu sisi, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk
menegakkan aturan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun di sisi lain, mereka juga
dihadapkan pada tekanan sosial karena pelaku tambang merupakan bagian dari warga yang
harus dilindungi dan dilayani.

Sebagian besar pelaku PETI adalah warga desa yang menggantungkan hidup pada
aktivitas tambang karena terbatasnya peluang ekonomi alternatif. Hal ini membuat kepala
desa dan aparatnya sering kali berada dalam posisi sulit: antara menjalankan aturan atau
menjaga stabilitas sosial. Dalam beberapa kasus, tindakan penertiban berpotensi
menimbulkan konflik horizontal dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
pemimpin lokal.

Dilema kepemimpinan ini menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan
pengawasan. Kepala desa lebih memilih melakukan pendekatan persuasif dan kompromi,
ketimbang mengambil tindakan represif yang dapat memicu resistensi. Bahkan, beberapa
informan menyebutkan bahwa aparat desa enggan menegur pelaku tambang secara langsung
karena adanya hubungan kekeluargaan atau kedekatan sosial.

Kondisi ini menandakan bahwa persoalan PETI di desa tidak hanya merupakan isu legal
dan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosiologis dan kepemimpinan. Pemerintah
desa harus mampu menavigasi dinamika sosial yang rumit dengan kebijakan yang adil dan
komunikatif, agar tidak terjebak dalam sikap permisif yang justru merugikan dalam jangka
panjang.

Ketiadaan dukungan moral dan politik dari pemerintah di atasnya juga memperlemah
posisi pemerintah desa. Tanpa kejelasan mandat dan keberpihakan dari level kabupaten atau
provinsi, kepala desa cenderung mengambil langkah hati-hati demi menghindari gejolak sosial

dan politik di tingkat lokal (Berg, 2024; Owen et al., 2020).
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Oleh karena itu, penguatan peran kepala desa sebagai pemimpin komunitas yang
berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan. Pemerintah di atasnya
harus memberikan legitimasi, pendampingan, dan perlindungan hukum yang memadai agar
aparat desa dapat menjalankan pengawasan tanpa terjebak dalam tekanan sosial atau dilema

etis yang berkepanjangan (Monteiro et al., 2021; Omotehinse & De Tomi, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengawasan
pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok masih belum berjalan optimal. Meskipun
terdapat kesadaran dari pihak aparat desa tentang pentingnya pengawasan, implementasi di
lapangan masih bersifat simbolik dan reaktif. Minimnya pemahaman terhadap regulasi,
rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan kewenangan menjadi faktor
utama yang menghambat efektivitas pengawasan.

Kegiatan pengawasan juga belum dilandasi oleh pendekatan partisipatif yang
melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis. Pemerintah desa belum mampu membangun
komunikasi dua arah yang efektif dengan warga, terutama dalam aspek sosialisasi hukum dan
literasi pertambangan. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang
akhirnya memperkuat praktik pertambangan tanpa izin secara masif.

Selain itu, tantangan teknis seperti lokasi tambang yang tersembunyi dan aktivitas
malam hari, ditambah lemahnya sinergi lintas sektor, menjadikan pengawasan sulit dilakukan
secara sistematis. Pemerintah desa juga tidak memiliki legal standing yang kuat untuk
melakukan tindakan tegas, karena kewenangan pengelolaan pertambangan berada di tingkat
kabupaten dan provinsi.

Secara keseluruhan, pengawasan yang lemah di tingkat desa telah membuka ruang
bagi keberlanjutan praktik pertambangan ilegal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas
kelembagaan, kolaborasi multisektor, dan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah
penting yang harus ditempuh untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan
berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat

disampaikan sebagai upaya perbaikan tata kelola pengawasan pertambangan emas rakyat di
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tingkat desa. Saran ini ditujukan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak-
pihak terkait lainnya yang memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi aktivitas
pertambangan rakyat.

1. Pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait
regulasi pertambangan, teknik pengawasan, serta komunikasi publik. Hal ini
penting agar aparat desa dapat menjalankan fungsi pengawasan secara
profesional dan berbasis hukum.

2. Perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi regulasi dan edukasi hukum kepada
masyarakat melalui forum desa, penyuluhan, dan kemitraan dengan organisasi
masyarakat sipil. Edukasi ini tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga
menjelaskan dampak lingkungan dan sosial dari praktik tambang ilegal.

3. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat membentuk tim terpadu vyang
melibatkan desa, aparat hukum, dan dinas teknis untuk melakukan patroli rutin
dan penindakan berbasis data. Desa harus dilibatkan secara aktif dalam
penyusunan SOP pengawasan dan mekanisme pelaporan formal.

4. Perluada pendekatan alternatif berbasis pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat
penambang agar tidak tergantung pada praktik PETI. Pemerintah desa dapat
mendorong pembentukan koperasi tambang legal atau mengarahkan masyarakat
pada kegiatan ekonomi produktif lain yang lebih berkelanjutan dan ramah

lingkungan.
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